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ABSTRAK 

 

Nama    : Amelia Nursyirwan 

Program Studi   : Magister Kenotariatan 

Judul : Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam   
Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Beralas Surat 
Setor Pajak Ganda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 145 K/Pdt/2009/Tanggal 25 November 
2009). 

 

Tanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia oleh 
karena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilan 
hidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikat 
hak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajak 
sebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis 
yaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atas 
tanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alat 
bukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitian 
kepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebut 
adalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab 
PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan 
data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini 
dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. 
 

Kata Kunci : Surat Setor Pajak Ganda 
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ABSTRACT 
 

 
Name   : Amelia Nursyirwan 
Study Program  : Master of Notary 
Title   : PPAT Responsibility in Making The Land Rights         

Title Deed Application Grounded a Dobule Tax                     
Selor (Case Study : The Supreme Court Verdict 
Number 145K/Pdt/2009/25 November 2009) 

 
The soil is an important part in people lives therefore humans must 
maintain the lands for the sake of the stability of human life as well as 
preventing them from extinction. In the making of these land rights title 
deed applications parties should make a letter as proof of payment of the 
tax selor legitimate. The problem is given by the author regarding 
responsibilities in making the title deed applications ppat land rights are 
grounded in a double tax and title deed application selor itself as a means 
of evidence. The research method used is based on the research library 
where research approach used is the juridical normative. The responsibilty 
of mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for the 
ppat just recorded or pouring an act of law made by the parties or 
penghadap into the deef of. This research using methods normative legal 
research, descriptive research and data type used is a secondary data. Data 
analysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods of 
analysis. 
 
 
 
 
Keywords : Double Taxation of Selor’s Letter 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Sejak dulu tanah merupakan sumber daya yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia; hubungan manusia sangat erat dengan tanah dimana hidup, 

berkembang dan beraktifitas semuanya dilakukan diatas tanah. Hampir dapat 

dikatakan bahwa semua kegiatan manusia berkaitan dengan tanah; oleh karena itu 

manusia sangat ingin dan berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah demi 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi maka 

wewenang-wewenang yang bersumber dari padanya tidaklah mengenai kekayaan-

kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa; oleh 

karena itu pengambilan kekayaan alam tersebut memerlukan pengaturan sendiri.1 

Pengertian tanah itu sendiri menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan : 

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 
hukum2 
 

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk 

memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan, 

sedangkan tujuan pemakaian tanah itu sendiri pada umumnya adalah untuk 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan serta sebagai tempat membangun 

gedung, lapangan dan lain-lain.3Hak atas tanah yang dimiliki dan dipunyai oleh 

orang atau badan hukum tersebut memberikan kewenangan untuk 

                                                            
         
        1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:Djambatan,2003), hlm 19. 
          
        2  Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang  Nomor 5 
Tahun 1860, Ps. 4 ayat (1). 
 
         3Boedi Harsono,Op.Cit, hlm 288.  
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mempergunakan tanah yang dimaksud demikian pula bumi dan air serta ruang 

angkasa yang ada di atasnya, yang diperlukan untuk kepentingan yang 

berhubungan langsung dengan penggunaan tanah tersebut menurut Undang-

Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 

Tanah dan bangunan dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang 

menginginkan tanah dan bangunan tersebut; peralihan pemilikan tanah dan 

bangunan berkaitan erat dengan ketentuan hukum untuk memberikan kepastian 

hak bagi seseorang yang memperoleh tanah dan bangunan tersebut. Jika peralihan 

yang dimaksud adalah suatu peralihan yang terjadi karena seorang pemilik tanah 

dan bangunan meninggal dunia sehingga pemilikan tanah dan bangunan tersebut 

dengan sendirinya beralih menjadi milik ahli warisnya.4 

Peralihan hak itu terjadi dengan tidak sengaja atau karena suatu perbuatan 

hukum melainkan karena adanya suatu peristiwa hukum, pemilikan yang 

dialihkan adalah suatu peralihan pemilikan tanah dan bangunan yang dilakukan 

dengan sengaja supaya pemilikan atas tanah dan bangunan tersebut terlepas dari 

pemegangnya yang semula dan menjadi milik pihak lain. Jadi dapat dikatakan 

peralihan pemilikan terjadi melalui suatu perbuatan hukum tertentu misalnya 

hibah, jual beli, tukar menukar.5 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sangat diperlukan dalam menjamin 

suatu kepastian hukum, dimana pendaftaran tanah itu sendiri merupakan 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi 

                                                            
         
        4 Soetomo, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat, (Malang : Universitas 
Brawijaya, 2000), hlm. 127. 
         
        5 Harun Al Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya), 
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 48. 
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bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.6 

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah 

diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, akan 

tetapi pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat 

lainnya.7 

Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai hak atas tanah yang 

dapat dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

dengan yang lain serta badan hukum. Berdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Hak atas tanah yang bersifat primer 

Merupakan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara; 

Terdiri dari Hak Milik Atas Tanah Negara,Hak Guna Usaha Atas Tanah 

Negara, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah 

Negara. 

2. Hak tanah yang bersifat sekunder 

Merupakan hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain 

Terdiri dari Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna 

Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan, 

Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai  

(gadai tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak 

Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.8 

Tanah hak milik termasuk ke dalam tanah yang memiliki status yang 

paling tinggi dimana tidak memiliki batas waktu serta tidak memerlukan izin dari 

pihak manapun juga apabila pemilik dari tanah tersebut ingin menjaminkan tanah 

tersebut sebagai suatu jaminan kredit. 

                                                            
        6Pemerintah, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah , PP No. 24 Tahun 1997, Ps. 
1 angka 1. 
        
         7Boedi Harsono, op. cit. , hlm.483. 
         
        8Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2005), hlm. 89. 
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Oleh karena hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh bukan 

berarti hak milik tersebut merupakan hak mutlak yang tidak terbatas dan tidak 

dapat diganggu akan tetapi menunjukkan perbedaan dengan hak-hak yang lainnya 

sehingga hak milik yang memiliki sifat turun temurun tersebut wajib untuk 

didaftarkan. 

Dasar lahirnya Hak Milik atas tanah terdapat dalam Pasal 22 Undang-

Undang Pokok Agraria yaitu :9 

1. Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah selain menurut cara sebagai yang dimaksud diatas, Hak milik 

terjadi karena: 

a. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. 

b. Ketentuan Undang-Undang 

2. Adanya suatu peristiwa perdata, baik yang terjadi karena dikehendaki, 

yang lahir karena perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian, misalnya 

dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar ataupun karena peristiwa 

perdata semata-mata, misalnya karena perkawinan yang menyebabkan 

terjadinya persatuan harta dengan berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan, kematian yang melahirkan warisan ab intestato, maupun 

warisan dalam bentuk hibah wasiat. 

Hak Milik dapat dialihkan haknya kepada pihak lain, peralihan hak atas 

tanah menurut Boedi Harsono terbagi atas :10 

1. Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan 

perbuatan hukum pemindahan hak. 

2. Menurut hukum perdata jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal 

dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan 

hak tersebut kepada para ahli waris, berapa bagian masing-masing dan 

bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh hukum waris almarhum 

pemegang hak yang bersangkutan bukan oleh hukum tanah. Hukum tanah 
                                                            
          
        9Kartini dan Gunawan, Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta : 
Kencana, 2005), Hlm. 30. 
         
        10 Boedi Harsono, op. cit. , hlm.177.  
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memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari 

warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikan oleh 

ahli waris. 

Pemindahan hak berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena 

pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya 

pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang 

bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Dimana bentuk pemindahan 

haknya bisa berupa : 

1. Jual beli 

2. Tukar menukar 

3. Hibah 

4. Pemberian menurut adat 

5. Pemasukan dalam perusahaan atau inbreng 

6. Hibah wasiat atau legaat 

Peralihan hak tersebut dilakukan dengan sengaja dengan suatu perbuatan 

hukum, dimana pemilikan yang dialihkan yaitu suatu pemilikan atau peralihan 

tanah dan bangunan yang dilakukan dengan sengaja supaya kepemilikan atas 

tanah dan bangunan tersebut terlepas dari pemiliknya yang semula dan kemudian 

beralih haknya menjadi pemilikan pihak lain. Jadi dapat dikatakan bahwa 

peralihan kepemilikan terjadi karena suatu perbuatan hukum tertentu seperti jual 

beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat dan hadiah. 

Hubungan hukum antara orang dan tanah mempunyai suatu jaminan dan 

kepastian hukum ketika pemegang hak mempunyai tanda bukti hak yang diakui 

oleh negara. Untuk mendapatkan tanda bukti ini pemegang hak harus 

mendaftarkan haknya kepada instansi yang ditunjuk untuk mengeluarkan tanda 

bukti tersebut. 

Tanda bukti hak yang diakui oleh hukum Indonesia adalah tanda bukti 

berupa surat, yaitu sertipikat. Sertipikat inilah sebagai tanda bahwa suatu bidang 

tanah telah didaftarkan haknya. Alat bukti surat lainnya, seperti Girik dan 

kwitansi serta alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, 

tidak dianggap sebagai bukti hak atas tanah, melainkan hanya dianggap sebagai 
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hak menguasai saja. Oleh karena itu, kedudukannya sebagai bukti hak atas tanah 

masih sangat lemah dibandingkan sertipikat.11 

Dalam masyarakat saat ini sering terjadi peralihan hak atas tanah yang 

belum terdaftar; diperoleh secara jual beli dilakukan secara berkali-kali. Hal ini 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan peralihan hak atas tanah 

secara jual beli tanpa mendaftarkannya. Peralihan hak tersebut dilakukan dengan 

hanya membuat perjanjian atau hanya diberikan kwitansi atas pembelian tanah 

tersebut. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah dikemukakan bahwa akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam 

rangka pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Namun dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 24 maka untuk memohon 

sertipikat atas tanah yang belum terdaftar ternyata peralihan hak atas tanahnya 

melalui jual beli tidak harus dilakukan di hadapan PPAT, yang penting orang 

tersebut benar-benar menguasai tanah, tidak dalam keadaan sengketa, jelas batas-

batasnya serta beritikad baik dan dituangkan dalam surat pernyataan dengan 

kesaksian. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan hak atas tanah 

harus didaftarkan; adalah kenyataan mengenai keadaan tanah-tanah di Indonesia, 

tanah-tanah yang sudah didaftarkan jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan 

tanah-tanah yang belum didaftarkan; bagi tanah yang sudah didaftarkan tidak ada 

hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi untuk 

tanah yang belum didaftarkan akan ditemukan banyak hambatan dalam hal adanya 

peralihan hak atas tanah tersebut.12 

Terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat maka harus 

dicari penyelesaiannya yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk itu 

penyelesaian sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah di luar lembaga 

peradilan menjadi ideal bagi penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu apabila 

                                                            
         
        11 Ali Sofwan Husein,, Konflik Pertanahan, (Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan, 1997), 
Hlm.81. 
         
         12 Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanannya, 
(Bandung : Alumni, 1993), Hlm. 12. 
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ditempuh melalui jalur hukum maka tidak hanya menyangkut aspek hukum tetapi 

hak penguasaan. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan lebih memicu konflik-

konflik non hukum yang berkepanjangan, apalagi jika masalah hukum tersebut 

hanya berfokus pada satu sebab saja maka dapat memunculkan ketidak puasan 

terhadap putusan pengadilan. 

Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak 

sederhana. Persamaan terhadap konsep sangat di perlukan agar terdapat kesamaan 

persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak 

yang meminta keadilan. Persamaan yang memerlukan persamaan persepsi 

tersebut misalnya berkenaan antara lain dengan sertipikat sebagai tanda bukti hak 

atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertipikat tanah, sertipikat yang 

mengandung cacat hukum dan cara pembatalan dan atau penyelesainnya.13 

 
Sertipikat Hak atas tanah yang merupakan salah satu hasil proses 

pendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang 

tanah,serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila di anggap 

perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di 

daftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-beban yang 

ada di atasnya). Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan 

dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak dan oyek haknya menjadi nyata. Bagi 

pemegang hak atas tanah , memiliki sertipikat mempunyai nilai lebih. Sebab 

dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat merupakan tanda bukti 

hak yang kuat, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di 

pengadilan dengan alat bukti yang lain.14 

Berkaitan dengan bidang hukum pertanahan sangat erat hubungannya 

dengan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang 

lain yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan dasar atau 

pedoman bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Salah satu 

                                                            
         
        13Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi,(Jakarta, 
Kompas, 2001), Hlm. 163. 
         
        14Maria S.W. Soemarjono, Op.Cit, Hal 182. 
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kasusnya adalah mengenai pembuatan surat setor pajak ganda yang dilakukan 

oleh para pihak untuk memperoleh hak atas tanah tersebut. 

Kasus ini bermula dari Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini 

selaku Direktur CV Kokopit sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas 

dua bidang tanah masing-masing kaveling nomor 21 seluas +  1.582 M2 dan 

kaveling nomor 21 seluas + 2.594 M2 yang terletak di jalan MT.Haryono, Jakarta 

Selatan, dimana Hindarto Budiman (Penggugat) telah bekerja di CV Kokopit 

sejak tahun 1983 dan bertanggung jawab penuh atas CV Kokopit yang dibuat 

dalam akta nomor 38 tertanggal 14 November 1983 yang dibuat dihadapan Raden 

Santoso, Notaris di Jakarta. 

Bahwa pada awalnya berdasarkan Akta Nomor 44 tertanggal 12 Desember 

1961 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, para persero 

dalam CV Kokopit tersebut terdiri dari Ny. Annatje Magdalena Rombot, Tn. 

Williem Sondak Ingkiriwang, Ny. Tan Sioe Nioe. Serta berdasarkan akta 

pemasukan, pengeluaran, dan perubahan nomor 53 tertanggal 15 Januari 1963 

yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 

14 Januari 1963 sejak masuknya Ong Pwee Lim sebagai persero pengurus CV 

Kokopit maka bersamaan dengan itu persero Annatje Magdalena Rombot dan 

persero Williem Sondak Ingkiriwang mengundurkan diri dan keluar sebagai 

pesero atau pengurus CV Kokopit sehingga mereka berdua dalam hal ini sudah 

tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum lagi dengan CV Kokopit. 

Dimana kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit diperoleh dengan cara Pelepasan Hak 

berdasarkan surat untuk mempergunakan tanah dari Direksi Yayasan Gelora Bung 

Karno kepada CV Kokopit. Dikarenakan tanah tersebut secara phisik telah 

dikuasai atau didiami oleh Nanang Syamsuri sebagai Penggarap oleh karena itu 

Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit 

melakukan pembebasan tanah atau pelepasan hak dari saudara Nanang Syamsuri 

(Penggarap) dan saudara Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri) 

berupa surat perjanjian ganti rugi atau pemindahan dan penyerahan Hak Garap 

diatas Tanah Negara tertanggal 14 Februari 1985 seluas + 1.582 M2 serta 

tertanggal 31 Oktober 1985 seluas + 2.594 M2. 
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Pelepasan hak garap tersebut diperkuat dengan kwitansi-kwitansi serta 

surat-surat berupa kwitansi pembayaran tanah garap diatas tanah negara seluas + 

1.582 M2 yang terletak di  Kelurahan Tebet Timur sebesar Rp.53.350.000,- yang 

diterima oleh Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri), kwitansi 

pembayaran uang tanda jadi pembelian kaveling nomor 21 Jalan MT.Haryono 

seluas + 4.000 M2 sebesar Rp.25.000.000,- yang telah diterima oleh Drs.Hartono, 

Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri), kwitansi pembayaran ganti rugi tanah 

MT.Haryono kaveling 21 sebesar Rp.45.000.000,- yang telah diterima oleh 

Nanang Syamsuri, serta surat pernyataan Nanang Syamsuri tertanggal 14 Februari 

1985 dan 31 Oktober 1985. 

Selain itu Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit mengajukan permohonan hak atas tanah negara dari adanya Surat 

Lurah Kelurahan Tebet Barat untuk tanah seluas + 1.582 M2 dan + 2.594 M2. 

Dengan adanya surat rekomendasi dari Lurah Tebet Barat maka Gubernur DKI 

Jakarta menyatakan untuk mewajibkan Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal 

ini selaku Direktur CV Kokopit melakukan penyetoran biaya guna penerbitan 

surat izin penunjukan penggunaan tanah. Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit telah melakukan pembayaran berdasarkan 

adanya surat setoran sebesar Rp.23.450.500,-. 

Oleh karena Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit telah melunasi biaya retribusi kepada Pemda DKI Jakarta dan secara 

phisik tanah tersebut telah dikuasai oleh Hindarto Budiman (Penggugat) sehingga 

kepala kantor agraria tidak berkeberatan untuk menerbitkan Surat Izin Penunjukan 

Penggunaan Tanah (SIPPT) atas tanah tersebut. Dan sebagai pemilik atau 

pemegang hak yang sah atas tanah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 

Hindarto Budiman (Penggugat) tidak pernah terputus untuk memenuhi kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kantor Pelayanan PBB 

Jakarta Selatan Satu. 

Sekitar tahun 2000 muncul Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) yang mengklaim sebagai pemilik atau 

penggarap atas kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit berdasarkan surat kematian Alm.Paul Hendrik 
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Siwy dan Alm.Annatje Magdalena Rombot serta penguasaan fisik atas kedua 

bidang tanah objek sengketa dimana secara fakta Herman Siwi (Tergugat I), Adolf 

Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) tidak pernah menempati kedua bidang 

tanah tersebut. Dimana dalam hal ini juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah mengalihkan kedua bidang tanah objek 

sengketa tersebut secara berturut-turut menjadi dua kali dan tidak menutup 

kemungkinan bagi Hindarto Budiman (Penggugat) untuk mengajukan perkara ini 

secara pidana. Oleh karena itu perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) dalam mengalihkan hak garap atas kedua 

bidang tanah tersebut adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan. 

Hindarto Budiman (Penggugat) menemukan bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Abdul Chaer, A.T yang dipertanyakan 

kepada kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu adalah PALSU, dimana 

Hindarto Budiman (Penggugat) mendapatkan informasi bahwa Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut Tergugat) akan menerbitkan bukti 

pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Herman Siwi (Tergugat 

I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) untuk itu Hindarto Budiman 

(Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan 

memerintahkan agar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut 

Tergugat) tidak memproses terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum 

yang pasti. Selain itu juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), 

Jen Siwi (Tergugat III) dengan cara tidak benar telah mengajukan permohonan 

penerbitan sertipikat atas kedua objek bidang tanah yang sebenarnya telah 

menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV 

Kokopit kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Tergugat IV). 

Atas perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen 

Siwi (Tergugat III) yang telah dengan sengaja ingin menguasai tanah objek 

sengketa yang sebenarnya telah menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) 

dengan cara membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan palsu, hal ini 

jelas merugikan Hindarto Budiman (Penggugat), sehingga dapat dikatakan bahwa 

Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Hindarto Budiman 
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(Penggugat) yang telah merasa sebagai pihak yang dirugikan meminta ganti 

kerugian kepada Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) sebesar Rp.20.000.000.000,-. Serta untuk menjamin gugatan dari 

pihak Hindarto Budiman (Penggugat) menjadi tidak sia-sia maka Majelis Hakim 

meletakkan suatu sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Hindarto Budiman 

(Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit berupa dua bidang tanah 

tersebut. 

Apabila Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) lalai dalam mematuhi isi putusan ini maka Hindarto Budiman 

(Penggugat) dapat menuntut uang paksa dalam setiap keterlambatan sebesar 

Rp.5.000.000,- perhari dan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan.  

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat dinyatakan bahwa surat setor pajak 

yang dilakukan oleh Herman Siwi adalah Palsu dan permohonan kasasi yang 

diajukan tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan hukum dan atau 

Undang-Undang. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang sengketa tanah dan menuangkannya dalam tesis yang berjudul 

“TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM 

PEMBUATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG BERALAS SURAT 

SETOR PAJAK GANDA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 

K/Pdt/2009/Tanggal 25 November 2009)”. 

 

1.2. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang 

menjadi pokok permasalahan adalah: 

1. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atas 

tanah yang beralas surat setor pajak ganda? 

2. Bagaimana kedudukan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat? 
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1.3. Metode Penelitian 

Dalam rangka menganalisa masalah yang penulis kemukakan, diperlukan 

data yang akurat dan mutakhir, oleh karenanya digunakan teknik pengumpulan 

data melalui :15 

a. Bentuk Penelitian  

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

melalui berbagai literatur baik Peraturan perundang undangan, buku-

buku, media cetak, atau pelaporan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Semua data dihimpun untuk melengkapi data primer yang 

diperoleh di lapangan. Penulis dalam hal ini menggunakan bentuk 

penelitian berupa Library Research (penelitian kepustakaan). Penelitian 

kepustakaan tersebut diperlukan untuk mempertajam konsep dan teori 

yang berguna untuk menganalisa permasalahan secara mendalam yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang 

Pokok Agraria 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Peraturan 

Pejabatan Pembuat Akta Tanah 

2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum, artikel dari surat kabar dan internet. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus hukum. 

b. Tipe Penelitian 

                                                            
           
        15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. cet ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986), 
Hlm. 29. 
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Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penulisan dalam 

penelitian ini yang dilihat dari sudut sifatnya, menggunakan tipologi 

penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya, 

maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, supaya dapat 

membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau membantu di 

dalam kerangka menyusun teori baru. 

c. Jenis Data Penelitian 

Secara umum, maka dalam penelitian biasanya dibedakan antara data 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; 

data empiris) dan data dari bahan pustaka.16 

Berdasarkan jenis dan bentuknya, karena penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yuridis normatif, maka data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Data kepustakaan atau data sekunder digolongkan dalam 

tiga bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan 

hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.17 

d. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam tesis ini menggunakan studi dokumen. 

Studi dokumen dalam hal ini menggunakan peraturan yang berkaitan 

dengan pendaftaran tanah. 

e. Metode Analisa Data 

Dalam penulisan tesis ini data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis. Analisis data dalam 

penulisan tesis ini dilakukan mempergunakan metode analisis kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analitis,yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian 

                                                            
        
         16  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta : Universitas Indonesia, 
2006),hlm.51. 
         
        17  Soerjono Soekanto dan Sri mamudji,Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada,1983),hlm.13. 

Tanggung jawab..., Amelia Nursyirwan, FH UI, 2012.



14 
 

UNIVERSITAS INDONESIA 
 

 

yang utuh.18 Penulis dalam hal ini menerapkan kasus surat setor pajak 

ganda dalam metode penelitian ini dengan harapan para PPAT dapat 

berhati-hati sebelum menerima pekerjaan akta yang dapat merugikan 

PPAT itu sendiri. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab 

selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan 

masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama 

mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi 

penulis untuk membahasnya, Kedua mengenai pokok 

permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian. Keempat 

mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis 

secara menyeluruh mengenai isi tesis ini. 

BAB II. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pendaftaran tanah 

secara umum, pengertian sertipikat, sertipikat ganda, sengketa 

tanah tersebut serta pembahasan mengenai permasalahan yang 

diteliti berdasarkan pada teori-teori dan data-data yang diperoleh 

penulis pada saat melakukan penelitian mengenai Tanggung 

Jawab PPAT tersebut serta kedudukan sertipikat sebagai alat 

bukti yang kuat. 

  BAB III. PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan 

saran serta rangkuman hasil penelitian dan analisis dari seluruh 

uraian tesis, yang berisi simpulan yang merupakan jawaban 

atas pokok permasalahan dan juga saran dari penulis sebagai 

bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 
                                                            
         
        18 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.67. 
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BAB 2 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT SETOR PAJAK 

GANDA 

 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2009/Tanggal 25 

November 2009) 

 

2.1. Pendaftaran Tanah 

2.1.1. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria 

Hukum Agraria pada zaman Hindia Belanda terbentuk berdasarkan suatu 

sendi-sendi dari Pemerintah Belanda dimana hal tersebut merupakan suatu dasar 

poltik agraria pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungn yang sebesar-besarnya dari Indonesia untuk mengembangkan 

penanaman modal Belanda dan modal-modal asing.19 

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 maka 

Undang-Undang yang dahulu ditetapkan oleh Hindia Belanda tidak dapat 

dipergunakan lagi dimana sudah mulai berlaku Undang-Undang Pokok Agraria 

yang baru yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mulai 

berlaku pada tanggal 24 September 1960, dengan adanya Undang-Undang Pokok 

Agraria yang baru ini maka sudah tercapai suatu keseragaman hukum agraria yang 

berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal bersejarah terbentuknya 

Undang-Undang Pokok Agraria, dimana pada tanggal tersebut merupakan suatu 

peristiwa yang sangat penting di dalam perkembangan serta pembaharuan hukum 

pertanahan di Indonesia. 

Dengan terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka 

sedikit banyak terdapat perubahan Hukum Agraria yang ada di Indonesia terutama 

di bidang hukum pertanahan yang sering disebut dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai hukum tanah atau bisa juga dikenal sebagai hukum agraria. 

Situasi dan kondisi keagrariaan Indonesia dan tujuan akan mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (pada waktu itu disebut 

                                                            
         
        19Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, (Bandung:Remadja Karya,1988), 
Hlm.14. 
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Sosialisme Indonesia), Agrarian Reform Indonesia meliputi 5 program (Panca 

Program), yaitu : 

1. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang 

berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum 

2. Penghapusan hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas 

tanah 

3. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur 

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-

hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah 

dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan 

5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara 

terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.20 

Hukum agraria pada umumnya mengatur segala ketentuan hukum yang 

ada sedangkan hukum tanah pada umumnya mengatur lebih kepada hak 

penguasaan atas tanah tersebut yang mempunyai objek pengaturan yang sama. 

Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang Pokok  Agraria terdiri dari: 

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah 

yang tertinggi, beraspek perdata dan publik 

2. Hak menguasai dari negara, semata-mata beraspek publik 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, beraspek perdata dan 

publik 

4. Hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek 

perdata  

5. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya 

secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak 

bangsa 

6. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan 

7. Hak jaminan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan21 

                                                            
        20 Boedi Harsono,Op.Cit, hlm 3. 

 
        21 Boedi Harsono,Op.Cit, Hlm.24. 
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2.1.2. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pengertian Pendaftaran tanah menurut Harun Al Rashid, berasal dari kata 

Cadaster (Bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknik untuk suatu record 

(rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu 

bidang tanah.22Mengenai pengertian pendaftaran tanah tersebut terdapat juga 

pendapat dari Boedi Harsono yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah tersebut 

adalah : 

“Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau 
Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan 
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di 
wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya 
bagi kepentingan rakyat, dalam rangka menjamin kepastian hukum di 
bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan 
pemeliharaannya.”23 

 
Selain itu terdapat pula pengertian Pendaftaran Tanah menurut ketentuan 

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan 

yaitu : 

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan 
data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 

 
Menurut Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, ditemukan istilah 

Pendaftaran Tanah dalam bahasa Latin disebut Capistratum, di Jerman dan Italia 

disebut Catastro, di Perancis disebut Cadastre, di Belanda dan juga di Indonesia 

disebut Kadastrale atau Kadaster. Pengertian dari Capistratrum atau Kadaster dari 

segi bahasa adalah suatu register atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah 

romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang 

menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang 

                                                            
           
        22 Harun Al Rashid, Sekilas TentangJual BeliTtanah (berikut peraturan-peraturan), (Jakarta, 
Ghalia Indonesia,1986), Hlm.82. 
        
         23 Boedi harsono, Op.cit, Hlm. 72. 
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tanah, sedangkan kadaster yang modern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar 

dan daftar-daftar yang berkaitan.24 

Pendaftaran tanah atau Land Registration menimbulkan kesan, seakan-

akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran adalah tanah. 

Mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik tanah yang merupakan obyek 

pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya, luasnya, dalam peta 

pendaftaran dan disajikan juga dalam daftar tanah. Kata Kadaster yang 

menunjukkan pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin 

Capistratum yang merupakan daftar yang berisikan data mengenai tanah.25 

Unsur-unsur pendaftaran tanah dapat diklasifikasikan menjadi sebagai 

berikut:26 

1. Adanya serangkaian kegiatan 

Suatu serangkaian kegiatan menunjukkan kepada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan suatu pendaftaran tanah, yang 

berkaitan satu dengan yang lainnya, berurutan menjadi suatu 

rangkaian kegiatan yang menyediakan data yang diperlukan dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan 

bagi rakyat. 

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali serta kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi bentuk 

kegiatan yang terdiri dari pengumpulan dan pengolahan data fisik, 

pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian 

data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan 

dokumen, sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

meliputi bentuk kegiatan yang terdiri dari pendaftaran peralihan dan 

                                                            
         
        24 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis,Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung 
:Mandar Maju, 2008), Hlm.18-19. 
         
        25 Boedi Harsono, op.cit., Hlm.74. 
         
        26 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis, op.cit., Hlm.73. 
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pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

lainnya. 

Kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri meliputi dua macam data yaitu 

data fisik dan data yuridis. Data fisik merupakan keterangan 

mengenai letak, batas, dan luas bidang dan satuan rumah susun yang 

didaftar, termasuk keterangan mengenai status bidang hukum tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak 

pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 

2. Dilakukan oleh pemerintah 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan 

tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan 

rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan. 

Dalam hal ini instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional untuk 

selanjutnya disingkat BPN sedangkan dalam pelaksanaannya 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. 

3. Dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan 

Kata terus menerus serta berkesinambungan menunjukkan kepada 

pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. 

Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, 

dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian sampai tetap sesuai dengan keadaan terakhir. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda 

bukti berupa sertipikat. Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat 

terjadi peralihan hak, pembebanan hak, perpanjangan jangka waktu 

hak atas tanah; pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang 

tanah; pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan hak 

milik atas satuan rumah susun; peralihan dan hapusnya hak 

tanggungan; perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan 

atau penetapan pengadilan; dan perubahan nama pemegang hak harus 
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didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sehingga 

tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. 

4. Dilakukan secara teratur 

Kata teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan 

peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan 

merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 

pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara yang 

menyelenggarakan pendaftaran tanah. 

 

2.1.3. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono memiliki suatu tujuan yaitu 

dinyatakan bahwa secara jelas penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 

masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah 

bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di 

bidang pertanahan.27 

Tujuan Pendaftaran Tanah itu sendiri menurut Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 

(empat) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:28 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum 

sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi: 

a. Kepastian status hak yang didaftar  

Dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak 

Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau 

Tanah Wakaf. 

b. Kepastian subjek hak 

                                                            
        
         27 Boedi Harsono, Op.Cit, Hlm.77. 
        
         28 Urip Santoso, Op.Cit. , Hlm.18-21. 
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Dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (Warga 

Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di 

Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau 

badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum 

publik). 

c. Kepastian objek hak 

Dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan 

pasti letak tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. 

Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, 

kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas tanah 

meliputi sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat berbatasan 

dengan tanah siapa atau atau tanah apa. Untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam 

pendaftaran tanah, kepada pemegang tanah yang 

bersangkutan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti 

haknya. 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

sudah terdaftar. 

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan untuk 

terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah 

sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan 

mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 

perbuatan hukum  mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan 

Program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib 

Pertanahan, yaitu Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi 
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Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib Pemeliharaan 

Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. 

Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Recht Cadaster . 

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan 

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah 

dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan 

hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah 

susun wajib didaftar. 

 

2.1.4. Asas-Asas Pendaftaran Tanah 

Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

asas-asas di dalam pendaftaran tanah meliputi :29  

1. Asas sederhana 

Merupakan ketentuan pokok dan prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama 

para pemegang hak atas tanah. 

2. Asas aman 

Pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 

pendaftaran tanah itu sendiri. 

3. Asas terjangkau 

Merupakan keterjangkauan bagi para pihak dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah,pelayanan yang 

diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 

terjangkau oleh para pihak yang membutuhkan. 

4. Asas Mutakhir 

Merupakan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 

kesinambungan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah. Data yang 

                                                            
         
        29A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju , 1999), 
hlm.76-77. 
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tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir sehingga perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan yang terjadi di kemudian 

hari. 

5. Asas terbuka 

Data pendaftaran tanah harus dipelihara secara terus menerus dan 

berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan 

harus selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat 

dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 

 

Pendaftaran tanah itu sendiri menurut Soedikno Mertokususmo mengenal 

2 (dua) asas dalam pendaftaran tanah yaitu :30 

1. Asas specialiteit (Asas spesialitas) 

Pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan 

perundang-undangan tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah 

pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai 

luas tanah, letak, dan batas-batas tanah. 

2. Asas openbaarheid (Asas publisitas) 

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subyek 

haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan 

pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap 

orang dapat melihatnya. Berdasarkan asas ini, setiap orang berhak 

mengetahui data yuridis tentang subyek hak, nama hak atas tanah, 

peralihan hak, dan pembebanan hak atas tanah yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk mengajukan keberatan sebelum 

sertipikat diterbitkan, sertipikat pengganti, sertipikat yang hilang atau 

sertipikat yang rusak. 

 

 
                                                            
         
        30Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta : Karunika-Universitas 
Terbuka, 1998), hlm.99. 
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2.1.5. Sistem Pendaftaran Tanah 

Di dalam pendaftaran tanah dikenal adanya 2 (dua) sistem pendaftaran 

tanah yaitu : 

1. Sistem pendaftaran akta (registration of deeds) 

Dalam sistem pendaftaran akta yang merupakan tanda bukti 

haknya adalah akta yang sudah didaftarkan dan surat ukur. Dari 

akta itu dapat diketahui perbuatan hukum yang dilakukan dan 

siapa yang berhak atas tanah tersebut serta hak apa yang 

dibebankan. 

Dalam sistem pendaftaran akta, apabila terjadi perubahan, maka 

perubahan itu dibuktikan dengan suatu akta dan akta itu dicatat 

dan didaftarkan. Kecuali kalau perubahan itu terjadi karena 

pewarisan, maka tidak dibuatkan akta, melainkan dibuatkan 

surat keterangan mewaris. 

Dalam sistem pendaftaran akta, tiap kali terjadi perubahan 

wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Oleh karena itu dalam 

sistem ini, data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam 

akta-akta yang bersangkutan. 

Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan apa yang 

disebut dengan title search, yang bisa memakan waktu dan 

biaya karena untuk title search diperlukan bantuan ahli.31 

2. Sistem pendaftaran hak (registration of title) 

Keuntungan dari sistem pendaftaran hak (registration of title) 

itu sendiri terdiri dari :32 

a. Menetapkan biaya-biaya yang tidak diduga sebelumnya 

b. Meniadakan pemeriksaan yang berulang-ulang 

c. Meniadakan kebanyakan rekaman 

d. Secara tegas menyatakan dasar haknya 

                                                            
         
        31Boedi Hrsono, op.cit. , Hlm.77. 
        
        32A.P. Parlindungan, Op.cit. , Hlm.25. 
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e. Melindungi terhadap kesulitan-kesulitan yang tidak tersebut 

dalam sertipikat 

f. Meniadakan pemalsuan 

g. Tetap memelihara sistem tersebut tanpa menambahkan 

sesuatu yang dapat merugikan 

h. Meniadakan alas hak pajak 

i. Memberikan suatu alas hak yang abadi, oleh karena Negara 

menjaminnya tanpa batas. 

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 

dengan akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang 

didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 

kemudian.  

Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi, 

kemudian disediakan suatu daftar isian, yang dalam bahasa Inggris disebut 

register, dan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia menurut 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disebut sebagai buku 

tanah.33 

Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk 

mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan 

dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-

perubahan pada haknya dalam buku tanah hak yang bersangkutan. Jika terjadi 

perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, melainkan dilakukan pencatatannya 

pada ruang yang disediakan pada buku tanah yang bersangkutan. 

Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencatatan 

perubahannya kemudian, Pejabat Pendaftaran Tanah melakukan pengujian 

kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. Dalam sistem ini 

buku tanah disimpan di kantor Pejabat Pendaftaran tanah dan terbuka untuk 

umum.34 

                                                            
         
        33 Boedi Harsono, Op.cit., Hlm.77. 
         
        34 Ibid., Hlm.78. 
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Dalam system pendaftaran hak yang merupakan tanda bukti hak adalah 

salinan buku tanah dan surat ukur yang telah di jilid menjadi satu dan diberi 

sampul yang disebut sertipikat tanah. Karena tujuan utama dalam pendaftaran 

tanah adalah di bidang pembuktian, maka keterangan yang disajikan harus sesuai 

dengan kenyataan. 

Perbedaan antara sistem pendaftaran akta dan sistem pendaftaran hak 

adalah : 

1. Dalam sistem pendaftaran akta, apabila terjadi perubahan 

mengenai pemegang haknya maka aktanya yang didaftarkan. 

Bila terjadi perubahan mengenai tanahnya, maka dibuatkan akta 

yang baru dan akta yang lama disimpan di kantor pertanahan. 

Dalam sistem pendaftaran ini, Pejabat Pendaftaran Tanah 

bersikap pasif, dimana pejabat tersebut tidak melakukan 

pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang 

didaftar. 

2. Dalam sistem pendaftaran hak bila terjadi perubahan haknya 

dan pemegang haknya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan 

haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 

kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya. Oleh karena 

itu peristiwa hukum tersebut dicatat dalam buku tanah dan 

salinan buku tanah, untuk kemudian di kembalikan kepada 

pemegang haknya. 

Persamaan yang ada di antara kedua sistem tersebut yaitu harus dibuatkan 

akta apabila terjadi perubahan hak atau perbuatan hukum pemindahan hak dan 

pembebanan dengan hak jaminan, akta merupakan sumber data yuridis, akan 

tetapi fungsi dari akta tersebut yang berbeda. 

 

2.1.6. Objek Pendaftaran Tanah 

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, objek 

pendaftaran tanah terdiri dari : 

1. Hak Milik 
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Hak Milik menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok 

Agraria merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah, sedangkan menurut 

ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu 

bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan Hak 

Milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak 

Milik itu sendiri hanya dapat dimiliki oleh:35 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial 

yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri 

Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

2. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha menurut ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-

Undang Pokok Agraria merupakan hak untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 

paling lama 25 tahun, akan tetapi untuk perusahaan yang 

memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan Hak Guna 

Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Hak Guna Usaha ini 

atas permintaan pemegang hak dan keadaan perusahaan, jangka 

waktunya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 

tahun. Hak Guna Usaha tersebut dapat dipunyai oleh:36 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, jangka waktu Hak 

                                                            
        35  Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1960, Ps.21. 
         
        36 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960, op.cit., Ps.30. 
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Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya paling lama 35 

tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama  

 

25 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling 

lama 35 tahun.37 

3. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan menurut ketentuan Pasal 35 UUPA adalah 

hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas 

tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling 

lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 

paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan dapat dipunyai 

oleh:38 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

Hak Guna Bangunan dapat diberikan di atas tanah Negara, 

tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik. Jangka waktu 

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan tanah Hak 

Pengelolaan menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 adalah untuk pertama kalinya paling lama 30 

tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 

tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 

30 tahun. Jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanah Hak 

Milik menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 adalah paling lama 30 tahun, tidak dapat 

diperpanjang, tetapi dapat diperbaharui haknya atas 

kesepakatan pihak pemilik tanah dan pemegang Hak Guna 

Bangunan. 

4. Hak Pakai 
                                                            
         
        37 Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, Ps. 8. 
         
        38 Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1960, op.cit., Ps.30. 
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Hak Pakai menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-

Undang Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan dan/ 

atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 

dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 

oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. Hak Pakai dapat 

dipunyai oleh :39 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia 

c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan 

Pemerintah Daerah 

d. Badan-badan Keagamaan dan sosial 

e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia 

g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan 

Internasional 

Hak Pakai ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak 

ditentukan dan ada yang diberikan untuk jangka waktu yang 

ditentukan. Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu 

yang tidak ditentukan selama tanahnya digunakan untuk 

keperluan tertentu diberikan kepada Departemen, Lembaga 

Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan 

Negara Asing, Perwakilan Badan Internasional, Badan 

Keagamaan, dan Badan Sosial. 

                                                            
         
        39 Peraturan Pemerintah  Nomor 40 tahun 1996, op.cit., Ps.39. 
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Jangka waktu yang diberikan untuk Hak Pakai atas tanah 

negara dan tanah Hak Pengelolaan untuk pertama kalinya 

paling lama adalah 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka 

waktu 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 

paling lama 25 tahun, sedangkan jangka waktu Hak Pakai atas 

tanah Hak Milik adalah paling lama 25 tahun, tidak dapat 

diperpanjang, akan tetapi dapat diperbaharui haknya atas dasar 

kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai. 

5. Tanah Hak Pengelolaan 

Hak Pengelolaan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah hak menguasai dari 

Negara yang kewenangan penguasaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. Pengertian Hak 

Pengelolaan yang lebih lengkap dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian 

Hak Pengelolaan, yaitu hak menguasai dari negara atas tanah 

yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan 

kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukkan 

dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan 

pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah 

tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan 

pihak ketiga. Hak Pengelolaan ini dapat dipunyai oleh :40 

a. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah 

b. Badan Usaha Milik Negara 

c. Badan Usaha Milik Daerah 

d. PT Persero 

e. Badan Otorita 

                                                            
         
         40 Urip Santoso, op.cit., Hlm.28. 
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f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh 

pemerintah 

6. Tanah Wakaf 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 

wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya 

yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

7. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun menurut Pasal 8 ayat (2) 

dan (3) adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan 

dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang 

bersangkutan. 

8. Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, 

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak 

Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah negara yang menurut 

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya 

dapat dipindahtangankan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang didirikan di atas tanah Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, atau Hak Pakai atas tanah negara. 
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9. Tanah Negara 

Tanah negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 merupakan tanah yang tidak dipunyai 

dengan sesuatu hak atas tanah. Dalam hal tanah negara sebagai 

obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan 

cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara 

dalam daftar tanah. Daftar tanah merupakan dokumen dalam 

bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan 

suatu sistem penomoran. Untuk tanah negara tidak disediakan 

buku tanah dan oleh karenanya di atas tanah negara tidak 

diterbitkan sertipikat. 

 

2.1.7. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah 

Dalam suatu Legal Cadaster, pemegang hak atas tanah diberikan suatu 

tanda bukti hak untuk memberikan suatu pembuktian bahwa dialah yang berhak 

atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena data yang terdapat di kantor Pejabat 

Pendaftaran Tanah mempunyai sifat yang terbuka untuk umum maka dengan 

demikian calon pembeli dan calon kreditor dapat dengan mudah memperoleh 

keterangan untuk mengamankan perbuatan hukum yang akan dilakukan baik yang 

berasal dari pejabat pendaftaran tanah maupun dari pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan.41 

Pada prinsipnya dikenal dua macam sistem publikasi yang terdiri dari: 

1. Sistem publikasi negatif 

Dalam sistem publikasi negatif, sertipikat yang dikeluarkan merupakan 

tanda bukti hak atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang 

terdapat di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus 

diterima sebagai keterangan yang benar oleh hakim, selama tidak 

dibuktikan sebaliknya dengan alat pembuktian lain.42 

                                                            
         
        41 Boedi Harsono, Op.cit., hlm.80. 
        
        42 Sudikno Mertokusumo, Op.cit, Hlm. 96. 
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Dalam pendaftaran tanah yang menggunakan sistem publikasi 

negatif, negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang 

yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang 

berhak karena menurut sistem ini bukan pendaftaran tetapi 

sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan 

berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran tidak 

membikin orang yang memperoleh hak dari pihak yang tidak 

berhak, menjadi pemegang haknya yang baru.43 

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak 

ketiga tidak bersifat mutlak seperti pada sistem publikasi 

positif. Pihak ketiga masih selalu berhati-hati dan tidak boleh 

mutlak percaya pada apa yang tercantum dalam buku 

pendaftaran tanah atau surat tanda bukti hak yang 

dikeluarkannya.44 

Dalam sistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai nemo plus 

juris. Asas ini berasal dari Hukum Romawi yang lengkapnya : 

”nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet”. 

Orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 

melebihi apa yang ia sendiri punyai. Maka, data yang disajikan 

dalam pendaftaran dengan sistem publikasi negarif tidak boleh 

begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin 

kebenaran data yang disajikan. Sekalipun sudah melakukan 

pendaftaran, pembeli masih selalu menghadapi kemungkinan 

gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah 

pemegang hak yang sebenarnya. Kelemahan sistem ini diatasi 

dengan lembaga acquisitieve verjaring.45 

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, 

yaitu : 

                                                            
        
        43 Boedi Harsono, Op.cit. , Hlm.81. 
        
        44 Effendi Perangin, Op. cit., Hlm.98. 
        
        45 Boedi Harsono, Op.cit., Hlm.82. 
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a. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran 

akta 

b. Sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat 

kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum 

dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan 

sebaliknya oleh alat bukti yang lain. Sertipikat bukan 

sebagai satu-satunya tanda bukti hak. 

c. Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa data fisik 

dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar 

d. Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga 

kedaluwarsa 

e. Pihak lain yang dirugikan atas diterbitkannya sertipikat 

dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara 

pendaftaran tanah untuk membatalkan sertipikat atau 

gugatan kepengadilan untuk meminta agar sertipikat 

dinyatakan tidak sah 

f. Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya 

menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta 

pendaftaran tanah. 

 

Kelebihan sistem publikasi negatif, adalah:46 

a. Pemegang hak yang sesungguhnya terlindungi dari pihak 

lain yang tidak berhak atas tanahnya 

b. Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum penerbitan 

sertipikat 

c. Tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang 

sesungguhnya untuk menuntut haknya yang yelah 

disertipikatkan oleh pihak lain. 

Kelemahan sistem publikasi negatif, adalah:47 

                                                            
        
        46 Arie S. Hutagalung, Op.cit., Hlm.87. 
        
        47 Ibid 
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a. Tidak ada kepastian atas keabsahan sertipikat karena setiap 

saat dapat atau mungkin saja digugat dan dibatalkan jika 

terbukti tidak sah penerbitannya 

b. Peranan pejabat pendaftaran tanah yang pasif tidak 

mendukung kearah akurasi dan kebenaran data yang 

tercantum dalam sertipikat 

c. Mekanisme kerja pejabat kadaster yang demikian (kurang 

transparan)kurang dapat dipahami masyarakat 

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia adalah sistem 

publikasi negatif yang mengandung unsur positif, bukan 

negatif murni. Hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan dalam 

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria yang 

menyatakan bahwa pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda 

bukti hak,yaitu sertipikat yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 

2. Sistem publikasi positif 

Merupakan alat bukti yang mutlak, artinya pihak ketiga 

bertindak atas bukti tersebut diatas mendapat perlindungan 

yang mutlak. 

Kebaikan sistem publikasi positif adalah adanya kepastian 

hukum bagi pemegang sertipikat. 

Kelemahan sistem publikasi positif adalah pemilik tanah yang 

sesungguhnya dapat kehilangan haknya karena tanah tersebut 

telah ada sertipikat atas nama pihak lain yang tidak dapat 

diubah lagi. 

 

2.1.8. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Kegiatan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 terdiri dari : 

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial 

registration) 
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Merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap 

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.48 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua 

cara, yaitu :49 

a. Pendaftaran tanah secara sistematik 

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua 

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas 

prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja 

jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau 

Kepala BPN. Dalam hal suatu desa atau kelurahan belum 

ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 

sistematik, pendaftarannya dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sporadik. 

b. Pendaftaran tanah secara sporadik 

Merupakan  kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali 

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau 

kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah 

secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang 

berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek 

pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 

 

 

                                                            
        
        48 Boedi Harsono, Op.cit., Hlm. 474. 
        
        49Ibid., Hlm. 477. 
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi :50 

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik. 

Dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan 

pengukuran dan pemetaan. Dimana kegiatannya terdiri dari : 

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran 

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah 

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta 

pendaftaran 

d. Pembuatan daftar tanah 

Daftar tanah merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang 

memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran 

(Pasal 1 angka 16 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 

Bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor 

pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar 

tanah. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan 

daftar tanah diatur oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. 

e. Pembuatan surat ukur 

Surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu 

bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (Pasal 1 angka 17 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). 

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam 

peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran 

haknya. Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik 

yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil 

pengukuran. Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan 

pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria 

atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

2. Pembuktian hak dan pembuktiannya. Kegiatannya meliputi : 

a. Pembuktian hak baru 

                                                            
   
        50 Urip Santoso, Op.cit., Hlm.33-34. 
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b. Pembuktian hak lama 

c. Pembukuan hak 

3. Penerbitan sertipikat 

4. Penyajian data fisik dan data yuridis 

5. Penyimpanan daftar umum dan data yuridis 

 

2. Pemeliharaan data (maintenance) 

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan 

data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 

tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 

Perubahan itu misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, 

dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang telah 

didaftar, hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak 

yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan, dan 

penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agar 

data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 

keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 ayat (2) ditentukan, 

bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib 

mendaftarkan perubahan-perubahan yang dimaksudkan kepada 

Kantor Pertanahan. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya 

data pendaftaran tanah secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor 

Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, 

dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data 

yang benar setiap saat.51 

 

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran, terdiri atas :52 

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, meliputi: 

                                                            
        
        51 Boedi Harsono,Op.cit. Hlm. 476. 
        
        52 Urip Santoso,Op.cit., Hlm.35-36. 
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a. pemindahan hak 

b. pemindahan hak dengan lelang 

c. peralihan hak karena pewarisan 

d. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi 

e. pembebanan hak 

f. penolakan pendaftran peralihan dan pembebanan hak 

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi: 

a. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah 

b. pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang 

tanah 

c. pembagian hak bersama 

d. hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun 

e. peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan 

f. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan 

atau penetapan pengadilan 

g. perubahan nama 

 

Perubahan data yuridis dapat berupa: 

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum 

pemindahan han lainnya 

b. Peralihan hak karena pewarisan 

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan 

perseroan atau koperasi 

d. Pembebanan Hak Tanggungan 

e. Peralihan Hak Tanggungan 

f. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan 

g. Pembagian hak bersama 
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h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan 

pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan 

i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama 

j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah 

Perubahan data fisik dapat berupa: 

a. Pemecahan bidang tanah 

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang 

tanah 

c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah 

 

2.1.9. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dalam hal ini landasan dasar dari peraturan dasar di bidang pokok agraria  

adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat dasar pokok di 

bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria 

guna dapat diharapkan memberikan adanya jaminan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara 

adil. 

Jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah tercantum dalam 

ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA dimana ditujukan kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

UUPA ini meliputi kegiatan :53 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat 

Selain itu ada beberapa pasal dalam UUPA yang mengatur tentang 

pendaftaran hak-hak atas tanah yang ditujukan kepada para pemegang hak yang 

                                                            
        
       53 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960, Op.cit., Ps. 19 ayat (2). 
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bersangkutan dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian mengenai 

haknya. Pasal-pasal yang dimaksud adalah: 

a. Pasal 23 ayat (1) UUPA 

Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan 

menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. 

b. Pasal 32 ayat (1) UUPA 

Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 

demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, 

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud 

dalam Pasal 19. 

c. Pasal 38 ayat (1) UUPA 

Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 

demikian juga setipa peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 

Pasal 19. 

d. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 

tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan 

menentukan bahwa selain hak milik, hak guna usaha, dan hak 

guna bangunan maka hak atas tanah yang harus pula 

didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 ialah : 

- Semua hak pakai, termasuk yang diperoleh departemen-

departemen, direktorat-direktorat, dan daerah-daerah 

swatantra sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 Tahun 1965. 

- Semua hak pengelolaan sebagai yang dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Milik 

2.2.1. Hak-Hak Atas Tanah 

Pengertian tanah menurut Boedi Harsono dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu : 

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum.” 

 

Tanah dipunyai dan dikuasai bertujuan untuk digunakan, maka untuk 

memenuhi segala keperluan penggunaan tidak hanya terbatas pada permukaan 

bumi. Pengertian Ruang diperluas, meliputi sebagian ruang udara diatasnya dan 

sebagian tubuh bumi dibawahnya. Penggunaan sebagian tubuh bumi misalnya 

dalam membangun rumah memerlukan pondasi bangunan, atau bangunan rumah 

dibuat bertingkat, merupakan penggunaan sebagian ruang udara. 

Wewenang dalam penggunaan atau pemanfaatan yang bersumber pada 

hak-hak atas tanah menurut penjelasan Pasal 8 UUPA, dibatasi : 

a. Sekedar diperlukan yang langsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah yang bersangkutan 

b. Penggunaan sebagian ruang udara dan atau/ ruang bawah tanah 

yang tidak termasuk wewenang pengambilan kekayaan alam 

dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa 

Jadi penggunaan atau pemanfaatan hak-hak atas tanah tidak boleh 

melanggar peraturan-peraturan pengambilan kekayaan alam dalam tubuh bumi, air 

dan ruang angkasa misalnya Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang 

Kehutanan, Undang-Undang Pengairan, Peraturan tentang ruang udara. 

Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-

Pokok Agraria Pasal 2, disebutkan : 

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 

Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, 

air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh 

Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
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2. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini 

memberi wewenang untuk : 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi air, dan ruang angkasa 

tersebut 

b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum-hubungan 

hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa 

3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 

tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai 

sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur 

4. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya 

dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 

ketentuan peraturan pemerintah 

 

Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria , disebutkan: 

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 

dalam pasal 2 di tentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah , yang dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum 

2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 

memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 
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yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 

batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan 

hukum yang lebih tinggi 

Sesuai dengan ayat 2 pasal 4 , Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria , yaitu : 

a. Hak Milik 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Guna Bangunan 

d. Hak Pakai 

e. Hak Sewa 

f. Hak membuka Tanah 

g. Hak Memungut Hasil Hutan 

 

2.2.2. Hak Milik Atas Tanah 

Pengertian hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 merupakan Hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yaitu 

mempunyai fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh di sini tidak berarti bahwa hak 

milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. 

Ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan hak-hak atas tanah lainnya yang 

dimiliki oleh individu . Dengan lain perkataan, hak milik yang merupakan hak 

yang paling kuat dan paling penuh di antara semua hak-hak atas tanah lainnya. 

Sehingga si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali ditangan siapapun 

benda itu berada. 

Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , 

disebutkan bahwa yang dapat mempunyai hak milik adalah warga Negara 

Indonesia dan Badan-badan hukum yang di tunjuk oleh Pemerintah , sebagaimana 

diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan 

Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Jadi hak 
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milik hanya dapat di punyai oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan 

Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, disebutkan 

bahwa terjadinya hak milik dikarenakan oleh 3 (tiga) hal yaitu: 

a. Menurut ketentuan hukum adat yang akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Peraturan Pemerintah yang mengatur terjadinya hak milik 

menurut hukum adat sampai sekarang belum terbit. 

Pertumbuhan tanah di pinggir sungai atau laut menciptakan 

lidah tanah dan menurut kebiasaannya menjadi milik yang 

punya tanah yang berbatasan. Terjadinya hak milik dengan 

pembukaan tanah memerlukan proses, waktu lama serta 

penegasan dan pengakuan dari pemerintah. Dengan pembukaan 

tanah baru tercipta hak utama untuk menanami tanah itu dan 

setelah tanah ditanami baru tercipta hak pakai selanjutnya hak 

pakai lama kelamaan bisa bertumbuh menjadi hak milik. 

b. Menurut Ketentuan Undang-undang 

UUPA menganut unifikasi dalam bidang hukum Agraria, hanya 

ada satu sistem hukum agraria yang berlaku diseluruh wilayah 

Republik Indonesia. UUPA tetap mengakui hak-hak ats tanah 

lama sebelum berlakunya UUPA, namun hak-hak atas tanah 

dimaksud harus diubah atau dikonversi menjadi hak-hak atas 

tanah dalam UUPA. 

c. Penetapan Pemerintah 

Menurut Pasal 22 ayat (2) Hak milik terjadi karena penetapan 

Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan ketentuan 

dimaksud oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan 

Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang sekarang diganti 

dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 

3 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 
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Tahun1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara 

Pemberian Hak Atas Tanah yang diganti dengan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 

tahun 1999, Pemberian Hak atas tanah adalah Penetapan 

Pemerintah yang memberikan hak atas tanah Negara, termasuk 

perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan 

hak, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan 

sedangkan tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Tanah yang 

langsung dikuasai oleh Negara artinya tidak ada hak pihak lain 

diatas tanah itu kalau diatas tanah itu ada hak pihak tertentu 

maka tanah itu disebut tanah hak Rangkaian Proses pemberian 

hak atas tanah tidak hanya semata-mata melihat prosedurnya 

saja tetapi harus dikaji dari segi hukumnya. Penelitian data 

subyek/pemohon. Obyek yang dimohon serta surat bukti 

perolehan tanah sangat menentukan dalam penetapan 

pemberian hak. 

 

2.3. Tinjauan Tentang Sertipikat Hak Atas Tanah 

2.3.1. Pengertian Sertipikat  

Tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 19 UUPA, menyatakan bahwa akhir kegiatan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diadakan oleh 

Pemerintah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

Pasal 19 UUPA dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam PP nomor 10 Tahun 1961 disebutkan 

bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertipikat. 
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Menurut Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 1961, yang dimaksud dengan 

sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahitkan menjadi satu 

bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh 

Menteri Agraria. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengahasilkan surat 

tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertipikat 

adalah surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku 

tanah yang bersangkutan. 

Data yang dimuat dalam sertipikat adalah data fisik dan data yuridis. Data 

fisik menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah 

susun yang didaftar, keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan atau bagian 

bangunan di atasnya. Data yuridis menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain serta 

beban-beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam 

sertipikat diambil dari buku tanah. Buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah dokumen dalam bentuk 

daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah 

yang sudah ada haknya. 

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sedangkan 

pejabat yang berwenang menandatangani sertipikat menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 jo. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 24 Tahun 1997, 

adalah :54  

a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertipikat 

ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

                                                            
        
        54 Urip Santoso, op.cit., hlm. 260-261. 
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b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic yang bersifat individu 

(perseorangan), sertipikat ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. 

c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat massal, 

sertipikat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan 

Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota. 

 

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Sertipikat 

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak ada 2 macam yang 

terdiri dari : 

1. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat. 

2. Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak 

UUPA secara tegas menetapkan bahwa hasil dari kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak yang bersifat 

kuat. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan: 

a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti 

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

b. Pasal 23 UUPA 

Pendaftaran Hak Milik, peralihan, pembebanannya dengan hak-

hak yang lain dan hapusnya Hak Milik merupakan alat 

pembuktian yang kuat. 

c. Pasal 32 UUPA 

Pendaftaran Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat 

pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan 

Hak Guna Usaha merupakan alat pembuktian yang kuat. 

d. Pasal 38 UUPA 

Pendaftaran Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat 

pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan 

Hak Guna Bangunan merupakan alat pembuktian yang kuat 
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Dengan diterbitkannya sertipikat sebagai hasil akhir kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kalinya, maka terwujud jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka pembuktian hak atas 

tanah, maksud diterbitkannya sertipikat hak atas tanah adalah agar dengan mudah 

dapat membuktikan nama yang tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan. 

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang 

hak atas tanah dan agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan, maka dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 diberikan penjelasan mengenai arti 

alat pembuktian yang kuat yaitu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data 

fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data 

yang benar. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus 

sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang 

bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. 

Sehubungan dengan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, Boedi 

Harsono menyatakan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik 

dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang 

benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 

beperkara di pengadilan. Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 

sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku 

tanah yang bersangkutan, karena data itu diambil dari surat ukur dan buku tanah 

tersebut.55 

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak hanya mememberikan 

jaminan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah. Atas dasar ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah terwujud jaminan kepastian hukum 

terhadap hak atas tanah, namun belum memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah dikarenakan sewaktu-waktu dapat digugat oleh pihak 

                                                            
         
       55 Boedi Harsono, Op.cit., Hlm. 481. 
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lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut. 

Pemegang hak atas tanah belum mendapatkan rasa aman meskipun telah memiliki 

sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan atau keberatan 

dari pihak lain atas diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. 

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah 

yang telah diterbitkan sertifikat dari gugatan atau keberatan dari pihak lain, maka 

ditetapkanlah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama 

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan 

secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 

5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dinyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk 

tetap berpegang pada system publikasi negatif dan pada pihak lain untuk secara 

seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan iktikad baik 

menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, 

dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. 

 

2.3.3. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah 

Sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, dimana di dalam Pasal 32 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa ‘Sertipikat 

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data 

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 

buku tanah. Artinya bahwa semua keterangan yang tercantum di dalam sertipikat 

mempunyai kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar 

sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 
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Sertipikat hak atas tanah berfungsi untuk memberikan kepercayaan bagi 

pihak bank/kreditur untuk dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya.56 

 

2.4. Sejarah Dan Perkembangan PPAT 

2.4.1. Pengertian PPAT 

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut pasal 1 angka 4 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk 

membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan 

akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, untuk diangkat 

menjadi PPAT harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Berkewarganegaraan Indonesia 

b. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun 

c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan 

yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat 

d. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukuk tetap 

e. Sehat jasmani dan rohani 

f. Lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program 

pendidikan khusu PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan tinggi 

g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara 

Agraria/BPN 

 

PPAT diangkat untuk suatu daerah tertentu, dimana daerah kerja PPAT 

adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan Kabupaten/Kota sedangkan daerah 

kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai 

pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. PPAT dapat merangkap 

                                                            
       56Adrian Sutedi,Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak, (Jakarta,Cipta 
Jaya,2006), Hlm.27. 
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jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau penasehat hukum, PPAT dilarang 

merangkap jabatan atau profesi sebagai: 

a. Pengacara atau advokat 

b. Pegawai negeri atau pegawai Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah 

Ketentuan ini dibuat agar PPAT dapat menjalankan tugas 

dengan sebaik-baiknya demi melayani kepentingan umum. 

Besarnya honorarium PPAT ditetapkan dalam Pasal 32 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu : 

1. Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT sementara, termasuk 

uang jasa saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari 

harga yang tercantum dalam akta. 

2. PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa tanpa 

memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu 

3. Di dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT sementara 

dilarang melakukan pemungutan melebihi 1% (satu persen) dari 

harga yang tercantum di dalam akta 

4. PPAT khusus melaksanakan tugasnya tanpa memungut biaya 

PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena: 

1. a. Meninggal dunia; atau 

b.Telah mencapai usia 65 tahun; atau 

c.Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan 

tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di 

Kabupaten/Kota yang lain dari pada daerah kerjanya sebagai 

PPAT; atau 

d.Diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional 

2. PPAT sementara dan PPAT khusus berhenti melaksanakan 

tugas PPAT apabila tidak lagi memegang jabatannya, atau 

diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
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2.4.2. Tugas Dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh 

Kepala Kantor Pertanahan ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 1998 yaitu : 

a. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan 

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 

tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. 

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

sebagai berikut: 

1. Jual beli 

2. Tukar menukar 

3. Hibah 

4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng) 

5. Pembagian hak bersama 

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Atas Hak Milik 

7. Pemberian Hak Tanggungan 

8. Pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan yang 

menjadi tugas utama PPAT adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

Dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terdapat perbuatan hukum 

mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun berupa 

pemindahan hak, pembagian hak bersama, pembebanan hak tanggungan, 

pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik dan pemberian 

kuasa membebankan Hak Tanggungan. Dalam perbuatan hukum mengenai hak 

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dibutuhkan bantuan PPAT 

untuk membuat akta. 

Tugas PPAT dalam pendaftaran tanah adalah membantu Badan Pertanahan 

Nasional dalam mencapai salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk 
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terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tugas PPAT berkaitan dengan 

kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu: 

1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan 

atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan 

pemeriksaan pada kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

mengenai kesesuain sertipikat hak atas tanah atau hak milik 

atas satuan rumah susun yang bersangkutan dengan daftar-

daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

dengan memperlihatkan sertipikat asli. 

2. PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun pada saat wajib 

pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat 

setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

3. PPAT wajib menjelaskan kepada calon penerima hak dalam 

pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun mengenai surat pernyataan (blanko yang diminta oleh 

PPAT yang diambil dari kantor pertanahan). 

 

2.4.3. Akta PPAT 

Akta PPAT dibuat oleh pejabat yang diangkat atau ditunjuk oleh 

pemerintah, jadi yang membuatnya adalah pejabat umum. Akta tersebut 

dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. 

1. Akta Otentik 

Menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, akta otentik berarti akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya. 

2. Akta dibawah tangan 
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Menurut ketentuan pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan 

terhadap orang-orang ketiga. 

Dalam hal ini akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik 

karena PPAT adalah pejabat umum yang diangkat atau ditunjuk 

oleh pemerintah untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas dari 

pemerintah dalam rangka pendaftaran tanah. 

 

2.5. Sengketa Tanah 

2.5.1. Posisi Kasus 

Sengketa yang terjadi antara Hindarto Budiman (Penggugat) dengan 

Herman Siwi,Cs (Tergugat) yang didasari dengan adanya suatu penerbitan Surat 

Setor Pajak Palsu dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanah objek 

sengketa tersebut yang terletak di daerah Jakarta Selatan. 

Adapun kasus posisinya dapat penulis uraikan  sebagai berikut Hindarto 

Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit sebagai pemilik 

atau pemegang hak yang sah atas dua bidang tanah masing-masing kaveling 

nomor 21 seluas +  1.582 M2 dan kaveling nomor 21 seluas + 2.594 M2 yang 

terletak di jalan MT.Haryono, Jakarta Selatan, dimana Hindarto Budiman 

(Penggugat) telah bekerja di CV Kokopit sejak tahun 1983 dan bertanggung 

jawab penuh atas CV Kokopit yang dibuat dalam akta nomor 38 tertanggal 14 

November 1983 yang dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta. 

Bahwa pada awalnya berdasarkan Akta Nomor 44 tertanggal 12 Desember 

1961 yang yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, para persero 

dalam CV Kokopit tersebut terdiri dari Ny. Annatje Magdalena Rombot, Tn. 

Williem Sondak Ingkiriwang, Ny. Tan Sioe Nioe. Serta berdasarkan akta 

pemasukan, pengeluaran, dan perubahan nomor 53 tertanggal 15 Januari 1963 

yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 

14 Januari 1963 sejak masuknya Ong Pwee Lim sebagai persero pengurus CV 

Kokopit maka bersamaan dengan itu persero Annatje Magdalena Rombot dan 

persero Williem Sondak Ingkiriwang mengundurkan diri dan keluar sebagai 
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pesero atau pengurus CV Kokopit sehingga mereka berdua dalam hal ini sudah 

tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum lagi dengan CV Kokopit. 

Dimana kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit diperoleh dengan cara Pelepasan Hak 

berdasarkan surat untuk mempergunakan tanah dari Direksi Yayasan Gelora Bung 

Karno kepada CV Kokopit. Dikarenakan tanah tersebut secara phisik telah 

dikuasai atau didiami oleh Nanang Syamsuri sebagai Penggarap oleh karena itu 

Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit 

melakukan pembebasan tanah atau pelepasan hak dari saudara Nanang Syamsuri 

(Penggarap) dan saudara Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri) 

berupa surat perjanjian ganti rugi atau pemindahan dan penyerahan Hak Garap 

diatas Tanah Negara tertanggal 14 Februari 1985 seluas + 1.582 M2 serta 

tertanggal 31 Oktober 1985 seluas + 2.594 M2. 

Dimana pelepasan hak garap tersebut diperkuat dengan kwitansi-kwitansi 

serta surat-surat berupa kwitansi pembayaran tanah garap diatas tanah negara 

seluas + 1.582 M2 yang terletak di  Keluarahan Tebet Timur sebesar 

Rp.53.350.000,- yang diterima oleh Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang 

Syamsuri), kwitansi pembayaran uang tanda jadi pembelian kaveling nomor 21 

Jalan MT.Haryono seluas + 4.000 M2 sebesar Rp.25.000.000,- yang telah 

diterima oleh Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri), kwitansi 

pembayaran ganti rugi tanah MT.Haryono kaveling 21 sebesar Rp.45.000.000,- 

yang telah diterima oleh Nanang Syamsuri, serta surat pernyataan Nanang 

Syamsuri tertanggal 14 Februari 1985 dan 31 Oktober 1985. 

Selain itu Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit mengajukan permohonan hak atas tanah negara dari adanya Surat 

Lurah Kelurahan Tebet Barat untuk tanah seluas + 1.582 M2 dan + 2.594 M2. 

Dengan adanya surat rekomendasi dari Lurah Tebet Barat maka Gubernur DKI 

Jakarta menyatakan untuk mewajibkan Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal 

ini selaku Direktur CV Kokopit melakukan penyetoran biaya guna penerbitan 

surat izin penunjukan penggunaan tanah. Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit telah melakukan pembayaran berdasarkan 

adanya surat setoran sebesar Rp.23.450.500,-. 
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Oleh karena Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit telah melunasi biaya retribusi kepada Pemda DKI Jakarta dan secara 

phisik tanah tersebut telah dikuasai oleh Hindarto Budiman (Penggugat) sehingga 

kantor kepala agraria tidak berkeberatan untuk menerbitkan Surat Izin Penunjukan 

Penggunaan Tanah (SIPPT) atas tanah tersebut. Dan sebagai pemilik atau 

pemegang hak yang sah atas tanah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 

Hindarto Budiman (Penggugat) tidak pernah terputus untuk memenuhi kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kantor Pelayanan PBB 

Jakarta Selatan Satu. 

Sekitar tahun 2000 muncul Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) yang mengklaim sebagai pemilik atau 

penggarap atas kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit berdasarkan surat kematian Alm.Paul Hendrik 

Siwy dan Alm.Annatje Magdalena Rombot serta penguasaan fisik atas kedua 

bidang tanah objek sengketa dimana secara fakta Herman Siwi (Tergugat I), Adolf 

Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) tidak pernah menempati kedua bidang 

tanah tersebut. Dimana dalam hal ini juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah mengalihkan kedua bidang tanah objek 

sengketa tersebut secara berturut-turut menjadi dua kali dan tidak menutup 

kemungkinan bagi Hindarto Budiman (Penggugat) untuk mengajukan perkara ini 

secara pidana. Oleh karena itu perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) dalam mengalihkan hak garap atas kedua 

bidang tanah tersebut adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan. 

Hindarto Budiman (Penggugat) menemukan bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Abdul Chaer, A.T yang dipertanyakan 

kepada kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu adalah PALSU, dimana 

Hindarto Budiman (Penggugat) mendapatkan informasi bahwa Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut Tergugat) akan menerbitkan bukti 

pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Herman Siwi (Tergugat 

I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) untuk itu Hindarto Budiman 

(Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan 

memerintahkan agar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut 
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Tergugat) tidak memproses terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum 

yang pasti. Selain itu juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), 

Jen Siwi (Tergugat III) dengan cara tidak benar telah mengajukan permohonan 

penerbitan sertipikat atas kedua objek bidang tanah yang sebenarnya telah 

menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV 

Kokopit kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Tergugat IV). 

Atas perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen 

Siwi (Tergugat III) yang telah dengan sengaja ingin menguasai tanah objek 

sengketa yang sebenarnya telah menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) 

dengan cara membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan palsu, hal ini 

jelas merugikan Hindarto Budiman (Penggugat), sehingga dapat dikatakan bahwa 

Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Hindarto Budiman 

(Penggugat) yang telah merasakan sebagai pihak yang dirugikan meminta ganti 

kerugian kepada Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar rupiah). Serta 

untuk menjamin gugatan dari pihak Hindarto Budiman (Penggugat) menjadi tidak 

sia-sia maka Majelis Hakim meletakkan suatu sita jaminan terhadap harta 

kekayaan milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV 

Kokopit berupa dua bidang tanah tersebut. 

Apabila Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) lalai dalam mematuhi isi putusan ini maka Hindarto Budiman 

(Penggugat) dapat menuntut uang paksa dalam setiap keterlambatan sebesar 

Rp.5.000.000,- perhari dan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan.  

 

2.5.2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1458/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel 

Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit 

sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas dua bidang tanah masing-

masing kaveling nomor 21 seluas +  1.582 M2 dan kaveling nomor 21 seluas + 

2.594 M2 yang terletak di jalan MT.Haryono, Jakarta Selatan, dimana Hindarto 

Budiman (Penggugat) telah bekerja di CV Kokopit sejak tahun 1983 dan 
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bertanggung jawab penuh atas CV Kokopit yang dibuat dalam akta nomor 38 

tertanggal 14 November 1983 yang dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di 

Jakarta. 

Bahwa pada awalnya berdasarkan Akta Nomor 44 tertanggal 12 Desember 

1961 yang yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, para persero 

dalam CV Kokopit tersebut terdiri dari Ny. Annatje Magdalena Rombot, Tn. 

Williem Sondak Ingkiriwang, Ny. Tan Sioe Nioe. Serta berdasarkan akta 

pemasukan, pengeluaran, dan perubahan nomor 53 tertanggal 15 Januari 1963 

yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, terhitung sejak tanggal 

14 Januari 1963 sejak masuknya Ong Pwee Lim sebagai persero pengurus CV 

Kokopit maka bersamaan dengan itu persero Annatje Magdalena Rombot dan 

persero Williem Sondak Ingkiriwang mengundurkan diri dan keluar sebagai 

pesero atau pengurus CV Kokopit sehingga mereka berdua dalam hal ini sudah 

tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum lagi dengan CV Kokopit. 

Dimana kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit diperoleh dengan cara Pelepasan Hak 

berdasarkan surat untuk mempergunakan tanah dari Direksi Yayasan Gelora Bung 

Karno kepada CV Kokopit. Dikarenakan tanah tersebut secara phisik telah 

dikuasai atau didiami oleh Nanang Syamsuri sebagai Penggarap oleh karena itu 

Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV Kokopit 

melakukan pembebasan tanah atau pelepasan hak dari saudara Nanang Syamsuri 

(Penggarap) dan saudara Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri) 

berupa surat perjanjian ganti rugi atau pemindahan dan penyerahan Hak Garap 

diatas Tanah Negara tertanggal 14 Februari 1985 seluas + 1.582 M2 serta 

tertanggal 31 Oktober 1985 seluas + 2.594 M2. 

Dimana pelepasan hak garap tersebut diperkuat dengan kwitansi-kwitansi 

serta surat-surat berupa kwitansi pembayaran tanah garap diatas tanah negara 

seluas + 1.582 M2 yang terletak di  Keluarahan Tebet Timur sebesar 

Rp.53.350.000,- yang diterima oleh Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang 

Syamsuri), kwitansi pembayaran uang tanda jadi pembelian kaveling nomor 21 

Jalan MT.Haryono seluas + 4.000 M2 sebesar Rp.25.000.000,- yang telah 

diterima oleh Drs.Hartono, Sm.Hk (Kuasa Hukum Nanang Syamsuri), kwitansi 
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pembayaran ganti rugi tanah MT.Haryono kaveling 21 sebesar Rp.45.000.000,- 

yang telah diterima oleh Nanang Syamsuri, serta surat pernyataan Nanang 

Syamsuri tertanggal 14 Februari 1985 dan 31 Oktober 1985. 

Selain itu Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit mengajukan permohonan hak atas tanah negara dari adanya Surat 

Lurah Kelurahan Tebet Barat untuk tanah seluas + 1.582 M2 dan + 2.594 M2. 

Dengan adanya surat rekomendasi dari Lurah Tebet Barat maka Gubernur DKI 

Jakarta menyatakan untuk mewajibkan Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal 

ini selaku Direktur CV Kokopit melakukan penyetoran biaya guna penerbitan 

surat izin penunjukan penggunaan tanah. Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit telah melakukan pembayaran berdasarkan 

adanya surat setoran sebesar Rp.23.450.500,-. 

Oleh karena Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur 

CV Kokopit telah melunasi biaya retribusi kepada Pemda DKI Jakarta dan secara 

phisik tanah tersebut telah dikuasai oleh Hindarto Budiman (Penggugat) sehingga 

kantor kepala agraria tidak berkeberatan untuk menerbitkan Surat Izin Penunjukan 

Penggunaan Tanah (SIPPT) atas tanah tersebut. Dan sebagai pemilik atau 

pemegang hak yang sah atas tanah sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2006 

Hindarto Budiman (Penggugat) tidak pernah terputus untuk memenuhi kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Kantor Pelayanan PBB 

Jakarta Selatan Satu. 

Sekitar tahun 2000 muncul Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) yang mengklaim sebagai pemilik atau 

penggarap atas kedua bidang tanah milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam 

hal ini selaku Direktur CV Kokopit berdasarkan surat kematian Alm.Paul Hendrik 

Siwy dan Alm.Annatje Magdalena Rombot serta penguasaan fisik atas kedua 

bidang tanah objek sengketa dimana secara fakta Herman Siwi (Tergugat I), Adolf 

Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) tidak pernah menempati kedua bidang 

tanah tersebut. Dimana dalam hal ini juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah mengalihkan kedua bidang tanah objek 

sengketa tersebut secara berturut-turut menjadi dua kali dan tidak menutup 

kemungkinan bagi Hindarto Budiman (Penggugat) untuk mengajukan perkara ini 
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secara pidana. Oleh karena itu perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi 

(Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) dalam mengalihkan hak garap atas kedua 

bidang tanah tersebut adalah tidak sah sehingga harus dibatalkan. 

Hindarto Budiman (Penggugat) menemukan bukti pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Abdul Chaer, A.T yang dipertanyakan 

kepada kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu adalah PALSU, dimana 

Hindarto Budiman (Penggugat) mendapatkan informasi bahwa Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut Tergugat) akan menerbitkan bukti 

pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Herman Siwi (Tergugat 

I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) untuk itu Hindarto Budiman 

(Penggugat) memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan 

memerintahkan agar Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Satu (Turut 

Tergugat) tidak memproses terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum 

yang pasti. Selain itu juga Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), 

Jen Siwi (Tergugat III) dengan cara tidak benar telah mengajukan permohonan 

penerbitan sertipikat atas kedua objek bidang tanah yang sebenarnya telah 

menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV 

Kokopit kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Tergugat IV). 

Atas perbuatan Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen 

Siwi (Tergugat III) yang telah dengan sengaja ingin menguasai tanah objek 

sengketa yang sebenarnya telah menjadi milik Hindarto Budiman (Penggugat) 

dengan cara membuat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan palsu, hal ini 

jelas merugikan Hindarto Budiman (Penggugat), sehingga dapat dikatakan bahwa 

Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi (Tergugat III) telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Hindarto Budiman 

(Penggugat) yang telah merasakan sebagai pihak yang dirugikan meminta ganti 

kerugian kepada Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar rupiah). Serta 

untuk menjamin gugatan dari pihak Hindarto Budiman (Penggugat) menjadi tidak 

sia-sia maka Majelis Hakim meletakkan suatu sita jaminan terhadap harta 

kekayaan milik Hindarto Budiman (Penggugat) dalam hal ini selaku Direktur CV 

Kokopit berupa dua bidang tanah tersebut. 
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Apabila Herman Siwi (Tergugat I), Adolf Siwi (Tergugat II), Jen Siwi 

(Tergugat III) lalai dalam mematuhi isi putusan ini maka Hindarto Budiman 

(Penggugat) dapat menuntut uang paksa dalam setiap keterlambatan sebesar 

Rp.5.000.000,- perhari dan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan.  

Sebelum memutuskan perkara ini maka hakim memberikan suatu 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1. Setelah memperhatikan bukti-bukti Hindarto Budiman dan 

bukti-bukti Herman Siwi Cs bahwa mereka masing-masing 

mengklaim selaku pemilik dari bidang tanah yang terpekara 

tersebut 

2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka Hindarto Budiman lah 

yang berhak selaku pemilik dari tanah tersebut 

3. Segala pertimbangan pada bagian konpensi, dalil-dalil 

sangkalan Herman Siwi termasuk pula Adolf Siwi dan Kantor 

Pertanahan Jakarta Selatan berkenaan dengan kepemilikan 

terhadap/atas bidang tanah terperkara telah ditolak dan Herman 

Siwi dalam rekonpensi telah dinyatakan bukan pihak yang 

berhak selaku pemilik atas bidang tanah terperkara, oleh 

karenanya gugatan rekonpensi dari Herman Siwi dalam 

konpensi sepatutnya dinyatakan ditolak pula. 

4. Gugatan dari Hindarto Budiman dikabulkan sebahagian 

sedangkan gugatan rekonpensi ditolak, maka sebagai pihak 

yang kalah dalam perkara, Herman Siwi Cs harus dihukum 

untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim 

memutuskan sebagai berikut: 

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian 

3. Menyatakan akta-akta,surat untuk mempergunakan tanah,surat 

ganti rugi, kwitansi pembayaran, surat keterangan pendaftaran 

tanah, surat pengukuran tanah serta bukti pembayaran pajak 
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bumi dan bangunan adalah sah dan berharga serta mempunyai 

kekuatan hukum. 

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atau pemegang hak 

yang sah atas kedua bidang tanah tersebut 

5. Menyatakan sita jaminan yang akan dilaksanakan sesuai 

dengan berita acara sita jaminan 

6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III tidak 

berhak dan tidak mempunyai hubungan dengan kedua bidang 

tanah terperkara serta menolak gugatan Penggugat untuk selain 

dan selebihnya 

7. Menghukum para tergugat Konpensi (Tergugat I, Tergugat II, 

Tergugat III) untuk secara tanggung renteng membayar biaya 

perkara sebesar Rp.1.689.000,- (satu juta enam ratus delapan 

puluh sembilan ribu rupiah). 

 

2.5.3. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 36/PDT/2008/PT.DKI 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Herman Siwi dan 

Adolf Siwi (Tergugat I dan Tergugat II) tidak merasa puas oleh karena itu 

mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 19 Juni 2007. Akan 

tetapi pada tanggal 15 Agustus 2007 Adolf Siwi (Tergugat II) menyatakan 

permohonan pencabutan banding yang telah dibuat oleh Ny.Hj.Lilies Djuaningsih, 

SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan 

bahwa Adolf Siwi (Tergugat II) telah mencabut permohonan banding tersebut 

pada tanggal 26 Juni 2007. Dimana dalam hal ini permohonan banding dari 

Pembanding I semula Tergugat I telah diberitahukan kepada para pihak serta 

menyatakan memori banding dan tambahan memori banding, selain itu 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada 

Pembanding yang semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat, Turut 

Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III serta 

Turut Terbanding III semula Tergugat IV dan Turut Terbanding IV semula Turut 

Terbanding untuk mempelajari berkas tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut.  
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Adapun pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Permohonan banding dari Herman Siwi dan Adolf Siwi telah 

diajukan dalam tenggang waktu dan serta syarat-syarat menurut 

Undang-Undang akan tetapi Adolf Siwi telah mencabut 

permohonan banding maka permohona banding yang dapat 

diterima hanyalah untuk Herman Siwi. 

2. Pengadilan Tinggi telah memeriksa berkas perkara dan surat-

surat lainnya serta salinan resmi Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan tanggal 19 Juni 2007 Nomor: 

1458/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel maka Pengadilan Tinggi 

berpendapat alasan dan dasar pertimbangan Hakim Tingkat 

Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat 

diambil alih menjadi alasan dan dasar pertimbangan hukum 

pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam 

tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk 

dalam putusan ini. 

3. Memori banding yang diajukan oleh Herman Siwi tidak 

terdapat hal-hal baru yang dapat melemahklan Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juni 2007 

Nomor: 1458/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dimohonkan 

banding. 

4. Herman Siwi tetap sebagai pihak yang kalah maka harus 

dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat 

peradilan. 

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim 

memutuskan sebagai berikut : 

1. Menerima permohonan banding dari Herman Siwi 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 

19 Juni 2007 Nomor: 1458/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang 

dimohonkan banding 
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3. Menghukum Herman Siwi untuk membayar biaya perkara 

untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding 

ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 

 

2.5.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/Pdt/2009 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi terebut Herman Siwi masih 

merasa tidak puas oleh karena itu mengajukan suatu permohonan kasasi yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selatan yang memuat alasan-alasan yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 15 Agustus 2008. 

Dimana permohonan kasasi tersebut telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan 

yang bersangkutan”. Selain itu berkenaan dengan Judex Facti yang dalam hal ini 

salah menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan maka Herman Siwi dalam hal 

ini akan menguraikan kesalahan-kesalahan Majelis Judex Facti sebagai berikut 

yaitu Judex Facti tidak mempertimbangkan putusan secara seksama, Judex Facti 

telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, Judex Facti lalai 

memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar, selain 

itu alasan permohonan hanyalah menyangkut penilaian hasil 

pembuktian. 

2. Terhadap objek sengketa yaitu tanah kaveling tersebut 

diperoleh Hindarto Budiman dengan jalan Pelepasan Hak 

3. Kewenangan Herman Siwi dan Adolf Siwi adalah sebagai 

pemegang hak pakai terhadap objek tanah sengketa dan bukan 

sebagai pemilik. 
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4. Hindarto Budiman dalam hal ini paling berhak selaku pemilik 

atas sebidang tanah seluas 1.582 M2 dan 2.594 M2 Eks 

Eigendom Verponding No.6104 yang merupakan satu kesatuan 

dikenal sebagai Kav.21 Jalan M.T.Haryono, Tebet, Jakarta 

Selatan yang mulanya diterima secara Occupatie Verguning 

dan diteruskan dengan pembayaran pembebasannya dari 

penggarap. 

5. Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan 

dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan 

kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Herman Siwi 

tersebut harus ditolak. 

 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim 

memutuskan sebagai berikut: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Herman 

Siwi tersebut 

2. Menghukum Herman Siwi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). 

 

2.6.Analisis Terhadap Permasalahan Hukum 

2.6.1. Tanggung Jawab PPAT Dalam Pembuatan Sertipikat Hak Atas 

Tanah Yang Beralas Surat Setor Pajak Ganda 

Pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh masyarakat untuk 

menjaga kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal pembayaran 

pajak bumi dan bangunan harus dilakukan setiap tahunnya demi memenuhi 

kewajiban seorang pemilik atau pemegang hak atas tanah yang sah. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal pembuatan suatu sertipikat hak 

atas tanah harus dialasi dengan adanya suatu surat setor pajak atau biasa disebut 

dengan istilah Pajak Bumi dan Bangunan, dimana surat setor pajak tersebut harus 

dibayar tiap tahunnya ke kantor pelayanan Pajak Bumi dan bangunan. 
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Dalam kasus ini terdapat sengketa mengenai surat setor pajak ganda 

dimana maksud dari surat setor pajak ganda itu sendiri terdapatnya surat setor 

pajak yang asli dan surat setor pajak yang palsu yang dilakukan oleh penggugat 

dan para tergugat yang mana PPAT dapat dikatakan lalai dalam meneliti surat 

setor pajak yang dibayar oleh penggugat dan para tergugat. 

PPAT dalam hal ini harus bertanggung jawab secara penuh dalam hal 

pembuatan sertipikat yang beralas pada surat setor pajak yang palsu yang sengaja 

dibuat oleh para tergugat untuk menguasi tanah yang secara jelas merupakan 

milik dari si penggugat (Handarto Budiman). 

Dari hasil pemeriksaan pengadilan yang berlangsung dapat diketahui 

bahwa penyebab dari adanya surat setor pajak yang palsu dalam perkara ini adalah 

Herman Siwi Cs telah dengan sengaja ingin memiliki atau menguasai tanah objek 

sengketa yang nota bene milik Handarto Budiman dengan cara membuat bukti 

pembayaran pajak bumi dan bangunan yang palsu serta Herman Siwi Cs telah 

mengalihkan atau mengoperkan hak garap atas kedua bidang tanah objek sengketa 

tersebut menjadi dua kali kepada Rama Wadjaja dan Abdul Chaer,A.T 

sebagaimana dari adanya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 23 

Desember 2000 serta kepada Emil Salim sebagai yang mewakili PT.IBNA 

ABDAT melalui kuasa Herman Siwi Cs, Sartje Rory Momongan sebagaimana 

ternyata dari akta pengoperan hak nomor 10 tertanggal 18 Januari 2005 yang 

dibuat oleh dan dihadapan Musa Muamarta,SH, Notaris/PPAT di Jakarta. Bukti 

pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan palsu tersebut didasari oleh adanya 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1458/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Adapun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada intinya 

menyatakan: 

1. Menyatakan gugatan dari Handarto Budiman dikabulkan untuk 

sebahagian 

2. Menyatakan Akta Nomor 10 tertanggal 14 November 1983, surat untuk 

mempergunakan tanah, surat perjanjian ganti rugi dan penyerahan hak 

garap diatas tanah negara, kwitansi pembayaran tanah garap diatas tanah 

negara, kwitansi pembayaran tanah garap diatas tanah negara, kwitansi 
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pembayaran uang tanda jadi, kwitansi pembayaran penggantian rugi 

tanah, surat pernyataan, surat lurah, surat gubernur, surat tanda setor, 

surat keterangan pendaftaran tanah, surat pengukuran tanah, bukti 

pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah sah dan berharga serta 

mempunyai kekuatan hukum. 

3. Menyatakan Hindarton Budiman sebagai pemilik atau pemegang hak 

yang sah atas kedua bidang tanah yaitu: 

a. Kaveling Nomor 21 seluas + 1.582 M2, yang terletak di Jalan 

MT.Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta 

Selatan, bekas Eigendom Vervonding Nomor 6104, dengan batas-

batas: 

Sebelah Utara : Jalan Seno Raya 

Sebelah Timur : Saluran Air 

Sebelah Selatan : Jalan MT.Haryono 

Sebelah Barat : Tanah Kav No.20 Jalan MT.Haryono 

b. Kaveling Nomor 21 seluas + 2.594 M2, yang terletak di Jalan 

MT.Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta 

Selatan, bekas Eigendom Vervonding Nomor 6104, dengan batas-

batas: 

Sebelah Utara : Jalan Seno Raya 

Sebelah Timur : Jalan Tebet Timur Raya 

Sebelah Selatan : Jalan MT.Haryono 

Sebelah Barat : Saluran Air 

4. Menyatakan Herman Siwi Cs tidak berhak dan tidak mempunyai 

hubungan hukum dengan kedua bidang tanah terperkara 

5. Menolak gugatan Hindarto Budiman untuk selain dan selebihnya  

 

Selaku pihak yang kalah dalam hal ini adalah Herman Siwi Cs maka 

mereka menyatakan banding melalui kuasanya terhadap Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan yang ketika melakukan permohonan banding tersebut ternyata 

Adolf Siwi membatalkan untuk melakukan banding sehingga dengan kata lain 

hanya Herman Siwi lah yang melakukan suatu usaha permohonan banding. 
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Beberapa faktor yang menyebabkan adanya suatu bukti 

pembayaran pajak bumi dan bangunan yang palsu adalah: 

1. Herman Siwi Cs dalam hal ini menyatakan sebagai pemilik dari 

tanah yang terletak di jalan MT.Haryono tersebut oleh karena 

mendapat hibahan dari Nyonya Annatje Magdalena Rombot 

yang pada awalnya Nyonya Annatje tersebut secara pribadi 

pernah membeli tanah yang terletak di jalan MT.Haryono 

tersebut setelah keluar dari CV.Kokopit 

2. Herman Siwi Cs telah mengajukann suatu permohonan 

sertipikat atas kedua bidang tanah objek sengketa tersebut yang 

sebenarnya merupakan milik dari Hindarto Budiman. 

 

2.6.2. Kedudukan Sertipikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat 

Sertipikat merupakan suatu alat bukti hak atas tanah seorang yang 

didalamnya terdapat suatu data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam 

buku tanah dan itu sebagai pegangan bagi pemiliknya untuk bukti pemilikan atas 

suatu bidang tanah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. 

Dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah biasanya diterbitkan setiap 

satu sertipikat untuk satu bidang tanah biar tidak terjadi suatu kekeliuran yang 

dapat menyebabkan terjadinya penggandaan yang sering kali kenal sekarang ini 

sebagai suatu sertipikat ganda. 

Apabila telah terjadi yang namanya pensertipikatan ganda maka akan 

terjadi tumpang tindih dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah yang lebih 

sering disebut sebagai suatu cacat administrasi. 

Oleh karena itu Peraturan Pemerintah sendiri harus dengan seksama 

memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah sehingga mereka yang sudah terdaftar dapat dengan mudah 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan 

untuk itu kepada pemegang hak atas tanah tersebut juga diberikan sertipikat hak 

atas tanah. 

Sertipikat itu sendiri merupakan suatu alat bukti yang kuat bukan mutlak 

yang berarti sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya 
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maka keterangan fisik dan keterangan yuridis dalam surat tanda bukti hak atau 

sertipikat itu dapat dipercaya kebenarannya. 

Di Indonesia, yang menganut system publikasi negative yang mengandung 

unsur positif, sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Dalam Penjelasan Pasal 

32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah, diberikan penjelasan mengenai arti alat pembuktian yang kuat, yaitu 

bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus 

diterima sebagai data yang benar. Data fisik dan data yuridis yang tercantum 

dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan 

surat ukur yang disimpan di Kantor Pertanahan, karena data itu diambil dari buku 

tanah dan surat ukur tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sertipikat hak atas tanah di Indonesia 

masih dapat digugurkan, dicabut atau dibatalkan apabila ada pembuktian 

sebaliknya yang menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut, baik karena 

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau karena adanya 

cacat hukum administratif atas penerbitannya. 

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu : 

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur 

dan buku tanah yang bersangkutan. 

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat 

secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 

tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya 

sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
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pemegang sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat. 

 

Dalam kasus ini sangat perlu diperhatikan terhadap kedudukan sertipikat 

itu sendiri sehingga tidak terjadi suatu tumpah tindih dan kepemilikan atas tanah 

tersebut menjadi jelas walaupun dalam kasus ini masih terdapatnya bukti 

pembayaran pajak bumi dan bangunan yang palsu yang pada akhirnya pengadilan 

memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pihak yang melakukan 

pembayaran pajak bumi dan bangunan palsu serta memberi denda atas tindakan 

pihak tersebut.  
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BAB 3 

PENUTUP 

 

 

3.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah: 

1. PPAT pada umumnya berfungsi untuk menjamin suatu kebenaran 

formil dan materiil serta dalam hal pengalihan suatu hak atas tanah. 

PPAT dalam hal pertanggungan jawaban terhadap surat setor pajak 

yang palsu tidak dapat dibebankan seutuhnya kepadanya, oleh karena 

PPAT dalam hal ini hanya mencatatkan perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para pihak ke dalam akta PPAT. 

Dimana tanggung jawab PPAT tersebut adalah: 

a. Mengecek surat setor pajak tersebut ke kantor pajak sebelum 

melakukan transaksi 

b. Bertanggung jawab penuh dalam pembuatan sertipikat yang beralas 

surat setor pajak palsu yang sengaja dibuat oleh para tergugat 

2. Bagi pihak yang melakukan tindakan pembuatan surat setor pajak 

palsu dapat dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap mereka 

yang telah dengan sengaja melakukan hal seperti itu, demikian itu oleh 

pemerintah. Dalam hal ini terlihat bahwa masih banyak orang-orang 

pada instansi pemerintah tertentu yang masih bisa dikenakan sanksi 

atas keadaan atau fakta yang terjadi. 

Dimana kedudukan sertipikat tersebut adalah 

a. Suatu alat bukti yang kuat bukan yang mutlak 

b. Sertipikat tersebut mempunyai keterangan data fisik dan data 

yuridis yang dapat dipercaya kebenarannya. 

 

3.2. SARAN 

Saran yang diberikan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini adalah : 

Agar PPAT terhindar dari masalah mengenai surat setor pajak palsu maka 

diharapkan kepada PPAT agar menngecek surat setor pajak tersebut asli 
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atau tidak di kantor pajak yang ada terlebih dahulu setelah itu baru 

mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), selain itu PPAT  juga 

harus teliti dalam mengecek atas nama siapakah surat setor pajak tersebut 

serta objek Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sehingga apabila terdapat 

kesalahan maka dapat langsung dilakukan pertanggung jawaban. 
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